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STUDI TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM
KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SEPAKU
KABUPATEN PENAJAM PASER

Riva Kurnia

Abstrak

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yaitu untuk mengetahui dan
menganalisis dari program Keluarga Berencana yang dilaksanakan dan untuk
mengetahui kendala dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di
Kecamatan Sepaku. Metode penelitian yang digunakan penulis lebih menekankan
pada metode deskriptif penelitian. Dengan fokus penelitian yaitu implementas
program keluarga berencana dengan indikator program keluarga berencana
yaitu : program keluarga berencana meliputi kesehatan repsoduksi, kesehatan
keluarga, dan peningkatan pelayanan KB; program pendidikan kesehatan
reproduks di kalangan remja; program penguatan kelembagaan/pemberdayaan
institusi dan penggerakan masyarakat; program pemberdayaan keluarga dan
menganalisis kendala-kendala pelaksanaan program keluarga berencana. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data
model interaktif. Kessimpulan dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan
program keluarga berencana di Kecamatan Sepaku sudah berjalan baik, sudah
cukup partisipas masyarakat dalam mendukung program ini, sebagian besar
akseptor KB yaitu wanita/istri, peran pria dalam ber-KB masih rendah. Program
penguatan masyarakat masih rendah karena kelompok-kelompok kegiatan
masyarakat masih sedikit jumlahnya. Kurang optimalnya petugas keluarga
berencana dalam melakukan penyuluhan, konseling dan edukasi. Pelaksanaan
program keluarga berencana masih menemui kendala-kendala baik dari segi
internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Berencana (KB)

Pendahuluan

Komposisi penduduk menurut status perkawinan daeatunjukkan kondisi
fertilitas suatu wilayah. Semakin tinggi pendudukng berstatus kawin akan
berdampak pada semakin tingginya kelahiran. Padant2011, penduduk 10
tahun ke atas di Kalimantan Timur yang berstatwgirk@ebanyak 60,65 persen
dan belum kawin sebesar 34,60 persen. Pendudulakikyang berstatus belum
kawin (39,48%) lebih besar dibanding perempuan 2(®®). Sebaliknya,
penduduk perempuan yang berstatus kawin, ceraiphidan cerai mati lebih
banyak dibanding laki-laki.

Program keluarga berencana perlu mendapat dukymgdais dan kegiatan
operasional yang terkoordinasi dengan baik danbawdan berbagai pihak, baik
pemerintah (politisi) maupun organisasi sosial k&yaeakatan, terutama agama
dan pemuda/remaja. Menurut sensus penduduk taHLthrB@nyebabkan jumlah
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penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara berjumi693torang (42,81 jiwa
per km2), yang terdiri dari 74.705 orang laki-laan 67.988 orang perempuan.
Sex ratio penduduk Penajam Paser Utara berdasaaw@sus penduduk 2010
adalah 110 yang berarti bahwa setiap 100 orangryeran terdapat 110 orang
laki-laki. Dikaitkan dengan luas wilayah adminisir&abupaten Penajam Paser
Utara kepadatan penduduk meningkat jauh denganidiotahun 2000 vyaitu
sebesar 32,92 jiwa per km2.

Kecamatan Sepaku merupakan salah satu kecamatanKdhupaten
Penajam Paser Utara yang dimiliki kepadatan periddékddua dari Kecamatan
Penajam yaitu 30,792 jiwa (21,58%). Kecamatan Sepad&rupakan daerah yang
sedang berkembang yang tidak luput dari programepetah yang bertujuan
dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yaitu prodgteluarga berencana.
Jumlah keadaan penduduk kecamatan sepaku pada besmber tahun 2012
sebanyak 34.256 jiwa, jumlah bayi yang lahir ydjiwa, jumlah pendatang
170 jiwa, jumlah penduduk pindah 97 jiwa, jumlamgeduk yang mati yaitu 21
jiwa, dan jumlah keluarga 9.480 kepala keluargadé&an jumlah penduduk pada
bulan Mei tahun 2013 bertambah menjadi 34.421 jiwa.

Permasalahan lain yang terjadi di Kecamatan Sepaitu peristiwa
kelahiran yang terjadi di umur muda sehingga magaoduksi yang masih
panjang, dengan jumlah pasangan usia subur di b&@ahhun sebanyak 681
jiwa, jumlah kelahiran di bulan April tahun 2013itygasebanyak 14 jiwa dan
kelahiran di bulan Mei tahun 2013 yaitu sebanyakjid@d. Pendewasaan usia
perkawinan terhadap pasangan usia subur pada rakayanasih rendah, dan
akibat canggihnya teknologi serta kurangnya pehgeta mengenai kesehatan
reproduksi wanita sehingga banyak terjadi pergabl@bas. Dalam pendataan
penggunaan alat kontrasepsi masih banyak mempurasa malu dalam
memberikan informasi bahwa sumai mereka menggunakanh kontrasepsi
kondom. Ini membuktikan bahwa kontrasepsi pria masnggap tabu. Metode
MOP kurang akrab di telinga masyarakat pada umupsgfangga masih banyak
yang tidak mengetahui metode operasi pria (MOREgtaiIt.

Berdasarkan permasalahan atau kejadian yang telija®camatan Sepaku
maka penulis tertarik melakukan penelitian dengadulj “Studi tentang
Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Sepaku”.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah selsgaut:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Berencang dilaksanakan

Pemerintah di Kecamatan Sepaku?

2. Apa kendala dalam pelaksanaan program keluargandsra di Kecamatan

Sepaku?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam peneliti@radalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pasgram keluarga
berencana (KB) yang dilaksanakan oleh pemerintdhecamatan Sepaku.

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan progednarga berencana
(KB) di Kecamatan Sepaku.
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Kerangka Dasar Teori
Kebijakan Publik

Seorang pakar politik Richard Rose, menyarankanwaatkebijakan
hendaknya dipahami sebagai "serangkaian kegiatamy ysedikit banyak
berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagireka yang
bersangkutan daripada sebagai suatu keputusanderséVinarno, 2012)

Menurut friedrick, kebijakan adalah serangkaiarddakan yang diusulkan
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suagiuligan tertentu dengan
menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kasempterhadap
pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangkecapai tujuan tertentu.
(Islamy, 2007)

Semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempemgatau mengawasi
perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk merklmupng supaya bertindak
sesuai dengan aturan atau tujuan yang ditentukamen@ah. Ada beberapa
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidakogéu kebijakan publik,
adalah sebagai berikut:

a. Faktor Penentu Pemenuhan Kebijakan

Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dantukepu pemerintah,

adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adamksishokum, adanya

kepentingan publik. Adanya Kepentingan Pribadi, aesalah waktu.

b. Faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan
Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sist@amyang mengada, tidak
adanya kepastian hokum, adanya keanggotaan segeaaam suatu
organisasi, adanya konsep ketidakpatuhan selekiibtiap hokum.

I mplementasi/Pel aksanaan

Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian k&gigang terencana
dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelakslmgan didasarkan pada
kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas baamg. (Wahab, 2008:59).

Menurut George C. Edwards (Winarno, 2012:177), em@ntasi kebijakan
adalah salah satu tahap kebijakan publik, antarabpetukan kebijakan dan
konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyaralag glipengaruhinya.

Berdasarkan teori yang disebutkan diatas menjatabkiwa implementasi
kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan dasaaigrundang) atau dapat
pula berbentuk perintah-perintah atau keputusamtkspn eksekutif yang
penting atau keputusan badan peradilan. Dalam kspuattersebut teridentifikasi
masalah yang ingin diatasi, tujuan dan sasaran yagig dicapai dan berbagai
cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implessent

Kependudukan

Menurut Undang-undang No 52 Tahun 2009 pasal 1 @yaberbunyi :
"Penduduk adalah warga negara indonesia dan oraimg ang bertempat
tinggal di indonesia."
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Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan denganlah, struktur,
pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran,litdgja dan kondisi
kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomijatdsudaya, agama serta
lingkungan penduduk setempat. (Undang-Undang NoT&2un 2009 pasal 1
ayat (2))

Para pakar pemerhati masalah kependudukan menydddmva ada
hubungan timbal balik antara pembangunan dengaenkiejdukan, di mana
pembangunan mempengaruhi variabel kependudukanmaehaliknya variabel
kependudukan mempengaruhi pembangunan. Pembanqararsia merupakan
paradigma pembangunan yang menempatkan manusigasébleus dan sasaran
akhir dari seluruh kegiatan pembangunan.

Program Keluarga Berencana
Pengertian Keluarga Berencana

Menurut Entjang (Ritonga, 2001:244) keluarga bezeacadalah suatu upaya
manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilamdetluarga secara tidak
melawan hukum dan moral Pancasila untuk kesejartém@uarga.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 menyebubkdimva Keluarga
berencana merupakan gerakan untuk mewujudkan keluacil sejahtera dan
bahagia melalui penurunan tingkat kelahiran secheamakna. Keluarga
berencana merupakan upaya meningkatkan kepeduliasyamakat dalam
mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera.

Keluarga Berencana berarti merencanakan jarak wahktara kehamilan
menurut kehendak suami-istri dan mengatur jumlafkayang dicita-citakan,
sehingga akan tersedia lebih banyak waktu untuk etieara kesehatan ibu dan
anak.

Sasaran Program Keluarga Berencana

Sasaran langsung adalah Pasangan Usia Subur (RU&)bgrtujuan untuk
menurunkan tingkat kelahiran dengan cara pengguriaarirasespi secara
berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsurnighagelaksana dan pengelola
keluarga berencana, memiliki tujuan menurunkan kangkelahiran melalui
pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu datenmgka mencapai
keluarga yang berkualitas dan keluarga sejahtera.

Srategi Pendekatan Program Keluarga Berencana

Strategi pendekatan dalam program keluaraga berarargara lain:
Pendekatan kemasyarakataonimunity approach)
Pendekatan koordinasi aktéctive coordinate approach)
Pendekatan integrativen{egrative appproach)

Pendekatan kualitagyality approach)

Pendekatan kemandiriaself rellant approach)

Pendekatan tiga dimenshniee dimension approach)

ogbhwphE
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Cara Operasional Pelayanan Keluarga Berencana
Adapun kegiatan/cara operasional pelayanan kelubsgancana, adalah
sebagai berikut:
1. Pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
2. Pelayanan kontrasepsi dan pengayoman pesertadelo@rencana (KB)
3. Peran serta masyarakat dan institusi pemerintah
4. Pendidikan keluarga berencana (KB)

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan pokok program ini meliputi :

1. Meningkatkan akses informasi serta akses dan ksafielayanan KB dan
KR khususnya pada keluarga prasejahtera dan kelusejahtera-1,
kelompok rentan, keluarga berpendidikan rendahpeteril, dan tidak
terdaftar.

2. Meningkatkan kualitas penyediaan dan pemanfaatat dban obat
kontrasepsi.

3. Meningkatkan perlindungan hak-hak reproduksi badividu dan keluarga.

4. Meningkatkan advokasi, promosi, KIE dan konseliagtang kelangsungan
hidup ibu, bayi dan anak, serta penanggulangan lataskesehatan
reproduksi.

5. Meningkatkan penggunaan air susu ibu (ASI) eksklsslama 6 (enam)
bulan melalui metode amenore laktasi (MAL).

6. Meningkatkan pemahaman dan prilaku keluarga tenkamadjtas kesehatan
dan proses reproduksi.

Kegiatan pokok program yang dijabarkan diatas ddpdéksana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang menjadidadan hukum
penyelenggaraan program keluarga berencana, ydifigai berikut:

1. Keppres Nomor 09 tahun 2004, melimpahkan sebagemekangan di
bidang keluarga berencana kepada pemerintah kanikata, Program KB
nasional mengalami masa yang sangat menentukan.

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah lateafkota
berwenang menetapkan prioritas pembangunan sesugad kebutuhan,
aspirasi, dan kemampuan daerah.

3. Pasal 20 dan pasal 21 Undang-undang RI Nomor 52nT@ah09 tentang
perkembangan kependudukan dan pengembangan kelyargakebijakan
pemerintah untuk membuat calon/pasangan suamimistigambil keputusan
dan mewujudkan hak reproduksi yang bertanggungjamvabgenai : usia
ideal perkawinan, usia ideal melahirkan, jumlahaldanak, jumlah ideal
kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan repraduksi

Evaluas Program Keluarga Berencana
Semua program pemerintah yang bertujuan untuk kemaguatu negara
atau daerahnya, selalu ada evaluasi untuk mendai mengetahui sejauh mana
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keseluruhan program ini memberikan dampak, baikdd@mpak positif maupun

negatif bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut teori Jones (Santosa, 2008:43), bahwa Uesalkebijakan adalah
penilaian terhadap kemampuan pemerintah dalam$udaseprogramnya”.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui adanya penyiggrapenyimpangan
yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkaarartujuan dan sasaran
dengan pencapaian target, selain itu untuk memgferbhsil (outcome) yang
sebaik-baiknya dengan jalan dan cara yang seefisilmmgkin dalam
perkembangan masyarakat.

Tujuan evaluasi program keluarga berencana yaitiputiesebagai berikut:

1. Mengetahui sejauh mana keseluruhan upaya yangsditakan berdampak
terhadap kemajuan program keluarga berencana éayanan kontrasepsi
mencakup ketersediaan pelayanan, dan kualitas gmelay keluarga
berencana (KB) berdasarkan kebijakan yang berlaku.

2. Kegiatan ini dapat terselenggara melalui peran yditaksanakan oleh tim
penjaga mutu (lintas sektor), dengan menggunakalikator-indikator
pelayanan yang sudah ditetapkan pada setiap métmokeasepsi dalam
program keluarga berencana (KB).

Dampak Program Keluarga Berencana (KB) Terhadap Pencegahan Kelahiran
1. Untuk ibu, dengan jalan mengatur jumlah anak deakj&elahiran
Perbaikan kesehatan bagdpaningkatan kesehatan mental dan sosial
2. Untuk anak-anak yang dilahirkan
Anak dapat tumbuh secara wajar, mendapat perhgtemeliharaan dan
makanan yang cukup.
3. Untuk anak-anak yang lain
Memberi kesempatan kepada anak agar perkembangién rfiental dan
sosialnya, perencanaan kesempatan pendidikan ghifgdaik.
4. Untuk ayah
Memperbaiki kesehatan fisik, memperbaiki kesehatantal dan sosial.
5. Untuk seluruh keluarga
Pokok-pokok program keluarga berencana (Ritong®12@4-245) yang
dilaksanakan Badan Koordinasi Keluarga BerencarsaoNal (BKKBN) adalah
sebagai berikut:
Program keserasian kebijaksanaan kependudukan.
Program keluarga berencana.
Program kesehatan reproduksi remaja.
Program penguatan kelembagaan dan jaringan KB.
Program pemberdayaan keluarga.

DR

M etode Penelitian
Jenis penelitian menggunakan deskriptif-kualitagifitu penelitian yang
memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengkéaiifidan menganalisis
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variabel yang diteliti. Fokus penelitian yaitu irapientasi program keluarga
berencana yang meliputi: a) program keluarga baremqb) program pendidikan
kesehatan reproduksi dikalangan remaja, (c) prograpenguatan
kelembagaan/pemberdayaan institusi dan penggerakasyarakat, dan (d)
program pemberdayaan keluarga, serta menganadisdala-kendala pelaksanaan
program keluarga berencana. Sumber data dilakukearapurposive sampling
danincidental sampling. Mendapatkan data penulis menggunakaninforman
(informan kunci : Petugas Lapangan Keluarga Bemicaaninforman yaitu
petugas kesehatan di bidangKB dan KIA serta peg@taktif. Ada dua sumber
pengumpulan data yaitu data primer dan data sekuhdknik pengumpulan data
menggunakan penelitian kepustakakibréry research), dan penelitian lapangan
(fieldwork research) meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasalisis
data menggunakan metode analisis data kualitatdfeinmteraktif dari Matthew
B. Miles dan A. Michael Huberman.

Hasil Penélitian
Program Keluarga Berencana

Sehubungan dengan program keluarga berencana tpemelhanyakan
kepada petugas kesehatan upaya apa yang dilakdeanpetugas kesehatan
mengatakan bahwa:

"usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kualit® pemakaian alat

kontrasepsi, promosi MAL, ASI eksklusif, imunisasin ketahanan keluarga

selalu kita lakukan sosialisasi kepada ibu-ibukeepemeriksaan hamil atau

pasca melahirkan" (Sani, 17 Oktober 2013)

Jumlah akseptor KB Baru Kecamatan Sepaku Tahun/2012 sebanyak 440
peserta dengan jumlah jiwa sebanyak 38166 jiwgwareh PUS sebanyak 6869
jiwa. Jumlah akseptor KB Aktif Kecamatan Sepaku ura2012/2013 sebanyak
4865 peserta. Jumlah peserta KB Aktif per Mix Kasépsi bulan Januari s/d
September 2012 sebanyak 4686 peserta.

Peran pria dalam pemakaian alat kontrasepsi masiah dilihat dari total
akseptor KB Pria sebanyak 155 peserta berbanduly geengan akseptor KB
wanita yang mencapai 5153 peserta, meskipun demikierga hampir
sepenuhnya sadar bahwa program KB merupakan ssiafp®gram pemerintah
membantu utnuk menekan angka kelahiran seminim kmrsghingga terwujud
kesejahteraan keluarga yang seimbang. Hal ini jigdgk terlepas dari peran
petugas baik petugas penyuluh dan petugas kesehat@mberikan
sosialisasi/mengajak, dan penyuluhan serta pelaya@aag diberikan cukup
memuaskan bagi warga.

Pencapaian peserta KB yang melalui jalur Pemeringsjumlah 2966 Peserta
KB, serta pencapaian peserta KB yang melalui jfwasta berjumlah 1549
Peserta KB, jumlah Peserta KB secara keseluruhganidah 4515 peserta KB,
dengan jumlah pasangan usia subur 6331 jiwa. Pdmarhek reproduksi (ICPD
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Kairo, 1994) dalam Pokok-pokok kegiatan progranekesan reproduksi, adalah

sebagai berikut:

a. Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatandegsi,

b. Hak mendapat pelayanan dan kesehatan reproduksi,

c. Hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputtesatang kesehatan
reproduksinya,

d. Hak untuk hidup dan terbebas dari resiko kematiarerka kehamilan,
kelahiran karena masalah gender, dan

e. Hak atas kebebasan dan pelayanan dalam pelayaseimakan reproduksi.

Menurut Suniyah (wawancara tanggal 17 Oktober 20d&pku kader
Posyandu, mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan kader posyandu setiap kegigiasyandu yaitu

menyadarkan atau promosi ASI eksklusif yang sabhgananfaat bagi bayi

yang masih berumur 0-6 bulan. Namun, tidak sedlitibu memberikan

ASI eksklusif kepada anaknya hanya sampai berumbul@n setelah itu

diberi makanan pendamping, ada juga yang pascahm&la langsung

diberi susu formula”.

Mengingat ASI eksklusif itu sangat bermanfaat bbgyi/balita. Terbit
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo
450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian ASI (ASécara Eksklusif pada
Bayi di Indonesia, dan menetapkan pemberian AiruSlmi (ASI) secara
eksklusif bagi bayi di Indonesia sejak lahir sangengan bayi berumur 6 (enam)
bulan dan dianjurkan dilanjutkan sampai anak beruthdua) tahun dengan
pemberian makanan tambahan yang sesuai.

Program Pendidikan Kesehatan Reproduks di Kalangan Remaja

Kegiatan PIKR di Kecamatan Sepaku dengan jumlablabkSMP/sederajat
sebanyak 5 sekolah, dengan SK yang ada 2 sekofalyatwsy aktif 2 sekolah.
Jumlah sekolah SMA/sederajat sebanyak 4 sekolalyatleSK yang ada 3 dan
yang aktif 2 sekolah.

Peran keluarga dalam membentuk jati diri seorarak atu penting. Harus
adanya keterbukaan antara orang tua dengan anak ry@mginjak remaja.
Adapun wawancara yang terkait dengan hal tersefalidla sebagai berikut:

“Melakukan sosialisasi secara terpisah, bagi pihaknaja BKKBN

bekerjasama dengan Kapolsek dengan membahas gensakioba, seks

bebas, HIV dan AIDS beserta bahaya yang ditimbuli@edangkan untuk
orang tuanya petugas penyuluh dengan petugas kaseha
mensosialisasikannya di posyandu. Memberikan pahgah/pemahaman
kepada orang tua perubahan-perubahan pada anakeanaja dalam tahap

menginjak remaja” (Syah Fitra, 10 Oktober 2013).

Promosi pencegahan PMS, HIV dan AIDS ini merupakasehatan reproduksi
yang selalu disosialisasikan kepada anak remaja sekolah setingkat
SMP/sederajat dan SMA/sederajat setiap 4 bulan @Gthulan sekali per tahun
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dilakukan. Masih adanya sekolah yang belum aktiikimembentuk kelompok

pusat informasi kesehatan remaja (PIKR) sebagaawatimana ada kegiatan
penyuluhan bagi anak-anak remaja mendapatkan @dnget mengenai

kesehatan reproduksi remaja. Melihat keadaan seperdikhawatirkan banyak

anak remaja yang kurang paham akan kesehatan uigipbdahaya narkoba, seks
bebas, HIV dan AIDS. Perhatian dan pengawasarkdararga khususnya orang
tua sangat penting dalam mendukung program kesehgpaoduksi di kalangan

remaja.

Keadaan yang ada di lapangan masih banyak orangatum tidak peduli
dengan program ini, sehingga ada sosialisasi kepaala remaja di sekolah yang
mengharuskan kehadiran orang tua supaya ada kietemantara anak dan orang
tua, namun undangan yang diberikan hampir 50% tiltfzdiri oleh orang tua.

Program Penguatan Kelembagaan/Pemberdayaan Instituss dan Penggerakan
Masyar akat

Jumlah kelompok BKB di Kecamatan Sepaku sebanyleéddmpok dari 15
desa. Jumlah kelompok BKR yang ada di Kecamatgmkse sebanyak 3
kelompok beranggotakan 31 orang. Jumlah BKL di Ketan Sepaku sebanyak
2 kelompok beranggotakan 18 orang.

Kesertaan ibu dan balita dalam kegiatan BKB sapgating karena dapat
meningkatkan tumbuh kembang anak terutama dalambamegun kecerdasan
anak itu sendiri. Adanya kegiatan kelompok Binaugey)a Remaja ini sangat
penting untuk membentuk kepribadian remaja lebdrade positif, dengan adanya
kegiatan kelompok ini dapat menumbuhkan jiwa sokgpada anak remaja.
Pengaruh baik dari kegiatan ini terjadi komunikasiara remaja dengan remaja,
remaja dengan orang tua. Kelompok Bina Keluargasiaajuga sangat penting
dilakukan antara keluarga yang memiliki lansia, alisudkan adanya kegiatan
kelompok ini supaya ada kepedulian kita yang mwetmbla yang tua.

Tidak mudah mengajak masyarakat bekerjasama dakmdukung program
keluarga berencana, tidak sedikit yang menolak ysdaprogram keluarga
berencana. Segala upaya dilakukan petugas untuklapanhdukungan tersebut.
Sosialisasi terus dilakukan, melalui pendekatana@#aptokoh masyarakat dan
tokoh agama yang merupakan orang berpengaruh dasmyarakat.

Program Pember dayaan Keluarga
Jumlah kelompok kegiatan usaha peningkatan perafajpatuarga sejahtera
(UPPKS) yang ada di Kecamatan Sepaku sebanyakogngek, dengan jumlah
anggota sebanyak 5 orang. Berkaitan dengan kelomkediatan usaha
peningkatan pendapatan keluarga sejahtera penelékakan wawancara dengan
petugas lapangan keluarga berencana, dengan laalsénikut ini:
“Wilayah Kecamatan Sepaku hanya memiliki 3 kelompdksaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKifian dibentuk
kelompok UPPKS di kecamatan untuk meningkatkan r&gtpilan, dan
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kreasi warga Sepaku membuat usaha kecil menengaklustnya dibentuk
kelompok dengan menentukan ketua kelompok, seigeta@ndahara, dan
anggota sebagai syarat terbentuknya kelompok. KemudBKKBN
memberikan pinjaman sebagai modal dengan bungd’ K&yah Fitra,

Wawancara tanggal 10 Oktober 2013).

Pemberdayaan keluarga warga di Kecamatan Sepalah sudup bagus. Sudah
ada peluang pekerjaan di perusahaan-perusahaan bgadgi di Kecamatan
Sepaku, serta hasil dari kebun petani yang bisainglestkan perekonomian
keluarga.

Menurut BKKBN, dalam kebijakan dan strategi pemharayn ketahanan dan
kesejahteraan keluarga (PK3) tahun 2013 menyebuikdikator-indikator
kinerja mengenai kondisi yang diinginkan, yaituagsda berikut:

a. Meningkatnya persentase keluarga yang mempunyatabalan anak
menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA).

b. Meningkatnya jumlah keluarga yang aktif dalam perabn program
pembangunan ketahanan keluarga (BKB,BKR dan BKL).

c. Meningkatnya persentase pasangan usia subur andggdeapok bina
keluarga balita (BKB).

d. Meningkatnya usia kawin pertama perempuan menja¢ai2un.

e. Meningkatnya jumlah pusat informasi kesehatan (PIRgmaja dan
Mahasiswa yang ditumbuhkembangkan.

Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Program KB
Setiap pelaksanaan program pasti ada permasalatilag menghambat
jalannya program tersebut. Faktor-faktor penghardbatimplementasi program
keluarga berencana (KB) adalah sebagai berikut:
a. Segiinternal
Kurangnya penguasaan materi yang dimiliki petug@gna yang belum
mencukupi dan fasilitas. Kurangnya tenaga lapandalam penyuluhan
maupun pengawasan.
b. Segi eksternal
Kurangnya pemahaman mengenai program keluargadzeratKB)
Masih rendahnya program penguatan kelembagaan ung@@hgembangan
kelompok-kelompok kegiatan. Wilayah yang luas, damdisi jalan yang
rusak,.

Penutup

Jumlah akseptor KB Baru maupun Aktif cukup bagumlah akseptor KB
sebagian besar yaitu wanita. Peran pria ber-KB mmasndah, kelompok-
kelompok kegiatan masih sedikit. Belum optimalnyamkmpuan petugas
keluarga berencana, kader pembantu Pembina KB deta,PPKBD dalam
melaksanakan fungsi-fungsi penyuluhan, konseling ddukasi. Pelakasanaan
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program keluarga berencana tidak selalu berjalatusnmamun masih ada
kendala-kendala yang dihadapi baik dari segi iatemaupun dari segi eksternal.

Pemerintah mengadakan pelatihan yang lebih khusgs fpara petugas
lapangan. Adanyan pendekatan kepada siswa-siswaglksdt SMP dan SMA
melalui bimbingan konseling dengan guru pembimbragg paham mengenai
kesehatan reproduksi. Kader PPKBD, Sub PPKBD, kB#d&, BKR, BKL, dan
UPPKS diberi buku petunjuk pelaksanaan. Perlu ghtitkan dalam melakukan
sosialisasi mengenai pendewasaan usia kawin kepadarakat khususnya
kepada anak-anak remaja.
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